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BUPATI SINTANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SINTANG 

NOMOR 11 TAHUN 2017 

TENTANG 

BAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 141 TAHUN 2016 
pgR�TANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
'joKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SINTANG, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan 
Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat 
memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai 
Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang 
obyektif dengan memperhatikan kemampuan 
keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Sintang yang mengakibatkan 
adanya perubahan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang 
dan dilaksanakannya pengisian jabatan Perangkat 
Daerah yang baru, maka dipandang perlu untuk 
mengubah Peraturan Bupati Sintang Nomor 141 
Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 
Anggaran 2017; 

c. bahwa ... 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 141 
Tahun 2016 ten tang Tambahan Penghasilan Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2017; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan .•. 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 141); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4193); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalarn Jabatan 
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun.200 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4194); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pcngclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan Dan Penctapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

12. Peraturan ... 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 
2016 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 
2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Nomor 3); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 141 TAHUN 2016 
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang 
Nomor 141 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan 
Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2017 
(Serita Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2016 Nomor 
141), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 76, angka 79, angka 82 dan 
angka 85 diubah, sehingga Pasal 1 angka 76, angka 
79, angka 82 dan angka 85 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1.. 



Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

76. Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 3 meliputi Pengguna 
Anggaran pada Inspektorat, Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas 
Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan 
Pangan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas 
Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas 
Pertanian dan Perkebunan, Satuan Polisi Pamong Praja, 
Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Sadan Pendapatan Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan dan 
Dinas Sosial. 

79. Administrator Kelompok 2 'meliputi Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Kantor 
Kesatuan Bangsa dan Politik, Camat di Kecamatan 
Wilayah 2, Kepala Bagian Di Lingkungan Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris pada 
Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemuda, 
Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas 
Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 
Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan 
Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan 
Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas 
Pertanian dan Perkebunan, Satuan Polisi Pamong Praja, 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Sadan Pendapatan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial. 

82. Administrator ... 
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82. 

85. 

Administrator Kelompok 5 meliputi Sekretaris Kecamatan 
Wilayah 2, Kepala Bidang pada Inspektorat, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemuda, Olahraga, 
dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan 
Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Lingkungan 
Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas 
Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan 
Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa, Dinas Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas 
Pertanian dan Perkebunan, Satuan Polisi Pamong Praja, 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Badan Pendapatan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial dan 
Rumah Sakit Umum Daerah. 

Pengawas Kelompok 2 meliputi Lurah, Kepala Seksi 
Kecamatan Wilayah 2, Kepala Sub Bidang/Kepala Sub 
Bagian/Kepala Seksi/Kepala Unit Pelaksana 
Teknis/Pejabat Penatausahaan Pengguna 
Barang/Pejabat Penatausahaan Keuangan pada 
Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemuda, 
Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas 
Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 
Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan 
Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan 
Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas 
Pertanian dan Perkebunan, Satuan Polisi Pamong Praja 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Badan Pendapatan Daerah , Sekretariat Daerah. 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badanh 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas 
Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik. 

2. Ketentuan ... 
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2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1)Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati 
Sintang Nomor 141 Tahun 2016 tentang Tambahan 
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang 
Tahun Anggaran 2017 mulai berlaku untuk 
pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas 
behan kerja pada bulan Februari 2017. 

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka 
Peraturan Bupati Sin tang Nomor 141 Tahun 2016 
tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri 
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang 
Atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2017 masih 
tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang tidak 
diatur dalam Peraturan ini. 

3. Lampiran III Peraturan Bupati Sintang Nomor 141 Tahun 
2016 ten tang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai 
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sintang Atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 (Berita 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 141) 
diubah sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II ... 
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Pasal II 

Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 
peraturan 

tap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Agar ";engan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. 
gupat 

Ditetapkan di Sintang, 
pada tanggal 13 e bruari 20 1 7 

BUPATI SINT 

4JAROT WINARNO 

Diundangkan di Sintang 
pada tanggal 13 Februari 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

YOSEPHA HASNAH 

DERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 11 


